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Abstrak
 

Tesis ini menganalisis perlakuan pajak atas piutang pada usaha bank. Penulisan ini bertujuan untuk

penggambaran pelaksanaan perlakuan perpajakan atas usaha bank berdasarkan prinsip-prinsip dan azas-azas

perpajakan yang umumnya berlaku.

 

Perangkat undang-undang yang digunakan adalah Undang-undang Pajak Penghasilan serta peraturan

pelaksanaannya terutama yang berhubungan dengan kredit non performing yaitu Undang-undang

Perbankan, Keputusan-keputusan Direktur Bank Indonesia serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

No. 31 Akuntansi Perbankan.

 

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi

kepustakaan, studi lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu dengan konsultan pajak dan

petugas fungsional pemeriksa pajak.

 

Pembahasan lebih diutamakan pada analisis perlakuan pajak atas piutang pada usaha bank untuk

menentukan Penghasilan Netto dari Wajib Pajak usaha bank ditinjau dari berbagai prinsip dan azas

perpajakan yang berlaku umum.

 

Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa terdapat perbedaan perlakuan penghitungan Penghasilan Netto

atas kredit non performing berdasarkan pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak dengan Instansi lainnya

sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Wajib Pajak. Disamping itu dijumpai adanya ketidak kepastian

hukum karena Surat Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Standar Akuntansi

Keuangan yang menentukan pengakuan penghasilan bunga kredit non per forming secara cash basic

berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan secara accrual basic. Sedangkan menurut

keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Besarnya Dana Cadangan yang boleh dikurangkan

sebagai biaya tidak sama dengan Keputusan Direksi Bank Indonesia, sehingga menimbulkan pula ketidak

pastian hukum.

 

Pemeriksa menyarankan agar Pemerintah dalam membuat peraturan perpajakan jangan bertabrakan dengan

peraturan-peraturan yang sudah ada pada bidang usaha tertentu agar tidak terjadi penafsiran ganda atas

ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut serta agar peraturan yang satu sejalan dengan peraturan

lainnya.

 

Sebelum peraturan perpajakan berlaku agar disosialisasikan dulu kepada intern Direktorat Jenderal Pajak

dan kepada Wajib Pajak.
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